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Abstract

Divorce is one of the legal mechanisms provided to terminate a marriage when the objectives
of establishing a family can no longer be achieved. In practice, however, not every divorce
petition is granted by the court. One such case is Decision Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Thn,
in which the court rejected the divorce petition on the grounds that it contained a formal defect
(obscuur libel), rendering the claim vague and preventing the judges from examining the merits
of the case. Nevertheless, the facts presented during the trial revealed continuous marital
disputes, economic conflicts, and alleged conduct indicative of a toxic family environment
(ta'addi), which potentially undermined the objectives of marriage as prescribed in Qur'an
Surah Ar-Rum verse 21. This study aims to analyze the indicators and practices of toxic
families (ta'addi), examine the judges' legal reasoning in Decision Number
1319/Pdt.G/2023/PA.Thn, and evaluate the decision through Fazlur Rahman's Double
Movement theory based on Qur'an Surah Ar-Rum verse 21. This research employs a normative
legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The data sources
consist of court decisions, statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, classical
Islamic jurisprudence literature, and scholarly journals published within the last five years.
The data are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings
indicate that the indicators of a toxic family from the perspective of ta'addi are not limited to
physical violence but also include psychological abuse, neglect of financial support,
domination, humiliation, emotional manipulation, and the loss of harmony and tranquility
within  the household. The rejection of the petition in Decision Number
1319/Pdt.G/2023/PA.Thn was legally justified on the basis of a formal defect in the claim;
however, substantively, it did not fully reflect the protection of the parties' welfare (maslahah).
From Fazlur Rahman's perspective, judges should not merely adhere to formal legal
requirements but should also consider the moral values of the Qur'an, which emphasize
sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion) as the primary
objectives of marriage. Therefore, a substantive approach oriented toward the maqasid al-
shari'ah is essential in adjudicating divorce cases arising from toxic family relationships.
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Abstrak
Perceraian merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan untuk mengakhiri
hubungan perkawinan ketika tujuan pembentukan keluarga tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam
praktiknya, tidak semua gugatan perceraian dikabulkan oleh pengadilan. Salah satunya adalah
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Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn yang menolak gugatan cerai karena gugatan dinilai
mengandung cacat formil berupa obscuur libel atau gugatan kabur sehingga hakim tidak
memasuki pokok perkara. Di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan adanya perselisihan
yang terus-menerus, konflik ekonomi, dan dugaan perilaku yang mengarah pada keluarga toxic
atau ta'addi yang berpotensi menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan
dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Penelitian ini bertujuan menganalisis indikator dan praktik
keluarga toxic (ta'addi), menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor
1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, serta mengkaji putusan tersebut menggunakan perspektif Double
Movement Fazlur Rahman berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-
undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih, serta jurnal ilmiah lima tahun terakhir.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa indikator keluarga toxic dalam perspektif ta'addi tidak hanya berupa
kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikologis, pengabaian nafkah, dominasi,
penghinaan, manipulasi emosional, dan hilangnya ketenteraman rumah tangga. Penolakan
gugatan dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn secara yuridis didasarkan pada cacat
formil gugatan, namun secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan
terhadap kemaslahatan para pihak. Berdasarkan perspektif Fazlur Rahman, hakim semestinya
tidak hanya berorientasi pada legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral Al-
Qur'an yang menempatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama perkawinan.
Dengan demikian, pendekatan substantif yang berorientasi pada maqasid al-syarT'ah menjadi
penting dalam menilai perkara perceraian akibat keluarga toxic.

Kata Kunci: Perceraian, Keluarga Toxic, Fazlur Rahman, Ar-Rum ayat 21

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang menjadi dasar terbentuknya
keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif hukum
Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan
biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan
membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (Benisty, Bensimon, & Ronel, 2021; Mera, Marzuki, Taufan, Sapruddin, & Cahyani,
2024). Tujuan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan perkawinan sebagai
sarana mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana
ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman, kasih
sayang, dan rahmat merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan rumah
tangga.

Namun demikian, realitas kehidupan keluarga menunjukkan bahwa tujuan ideal
tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Berbagai konflik rumah tangga seperti perselisihan
yang berkepanjangan, kekerasan verbal maupun psikologis, pengabaian kewajiban nafkah,
manipulasi emosional, serta dominasi salah satu pasangan menjadi penyebab utama
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terganggunya keharmonisan keluarga (Verhaar, Matthewson, & Bentley, 2022; Etxeberria,
Medrano, & Villanueva, 2022). Dalam kajian psikologi keluarga, kondisi tersebut dikenal
sebagai toxic family atau toxic relationship, yaitu hubungan interpersonal yang berlangsung
secara destruktif sehingga menimbulkan tekanan emosional, menurunkan kualitas kesehatan
mental, dan menghambat terciptanya kesejahteraan keluarga (Miralles, Godoy, & Hidalgo,
2023). Fenomena ini tidak hanya berdampak terhadap hubungan suami istri, tetapi juga
memengaruhi perkembangan psikologis anak dan stabilitas sosial keluarga secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang mencederai hak-hak pasangan dapat
dikategorikan sebagai bentuk ta'addi, yaitu tindakan melampaui batas terhadap hak dan
kewajiban yang telah ditetapkan syariat sehingga menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain
(Jaberi, Etemadi, Fatehizade, & Khorasgani, 2022). Konsep ta'addi tidak terbatas pada
kekerasan fisik, melainkan mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti penelantaran
nafkah, penghinaan, kekerasan verbal, tekanan psikologis, serta tindakan yang menghilangkan
kemaslahatan keluarga (Gharaibeh & Islam, 2024). Oleh karena itu, fenomena keluarga toxic
pada hakikatnya memiliki dimensi psikologis sekaligus dimensi yuridis dalam hukum Islam
karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anggota keluarga dan tujuan utama perkawinan
(maqasid al-usrah).

Fenomena tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan meningkatnya angka
perceraian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perselisihan
dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus masih menjadi alasan dominan dalam
perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama setiap tahunnya (Webb, Moloney,
Smyth, & Murphy, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak lagi
sekadar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan interpersonal
yang tidak sehat sehingga menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan
dalam Islam (Hamdi & Maulidi, 2025). Oleh karena itu, fenomena keluarga toxic perlu
dipahami secara lebih komprehensif melalui pendekatan hukum Islam agar penyelesaian
konflik keluarga tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga pada perlindungan
kemaslahatan para pihak.

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama
Tuban Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan
gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan, pengabaian kewajiban nafkah oleh
suami, serta hilangnya keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, majelis hakim tidak
memeriksa pokok perkara karena gugatan dinyatakan mengandung cacat formil (obscuur libel)
akibat ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Secara prosedural, pertimbangan tersebut telah sesuai
dengan ketentuan hukum acara perdata. Namun demikian, apabila ditinjau dari substansi
perkara, terdapat indikasi bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami kondisi
yang mengarah pada praktik ta'addi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
QS. Ar-Rum ayat 21 tidak lagi tercapai.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dianalisis menggunakan teori
Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Menurut (Rahman, 1982),
penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan melalui dua gerakan, yaitu memahami konteks historis
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turunnya ayat untuk menemukan nilai moral universal, kemudian mengaktualisasikan nilai
tersebut ke dalam realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, QS. Ar-Rum ayat
21 tidak hanya dipahami sebagai dasar normatif pembentukan keluarga, tetapi juga sebagai
prinsip etik yang menghendaki terwujudnya kehidupan rumah tangga yang penuh
ketenteraman, kasih sayang, dan keadilan. Oleh karena itu, ketika praktik ta'addi menyebabkan
hilangnya tujuan tersebut, penyelesaian hukum semestinya tidak berhenti pada aspek
formalitas gugatan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif serta perlindungan
terhadap kemaslahatan para pihak.

Penelitian terdahulu (Stokkebekk, Iversen, Hollekim, & Ness, 2021; Lestari, Azizah, &
Wafi, 2024) membahas toxic family dari perspektif psikologi dengan fokus pada dampaknya
terhadap kesehatan mental, pola komunikasi keluarga, dan perkembangan anak. Di sisi lain,
penelitian (Adegboyega, 2021; Hariyanto & Yulianingsih, 2025) menemukan hukum lebih
banyak menitikberatkan pada alasan perceraian, pertimbangan hakim, maupun penerapan
hukum acara perdata dalam penyelesaian perkara perceraian. Sementara itu, penelitian
(Maulida, Munawaroh, & Azizi, 2025) menghubungkan fenomena toxic family dengan konsep
ta'addi dalam hukum Islam masih sangat terbatas. Demikian pula, belum banyak penelitian
yang menganalisis putusan perceraian menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman
sebagai pendekatan hermeneutika untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah
mencerminkan tujuan moral Al-Qur'an sebagaimana terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21.
Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan aspek
psikologis, hukum Islam, dan hermeneutika Al-Qur'an dalam analisis perkara perceraian.

Penelitian ini menawarkan beberapa unsur kebaruan. Pertama, penelitian ini
mengkonstruksi kembali konsep toxic family ke dalam perspektif hukum Islam melalui konsep
ta'addi, sehingga memberikan perspektif normatif yang belum banyak dikaji dalam penelitian
sebelumnya. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis Putusan Nomor
1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn dari aspek hukum acara, tetapi juga mengevaluasi pertimbangan
hakim berdasarkan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Ketiga, penelitian ini
mengintegrasikan teori Double Movement Fazlur Rahman, konsep ta'addi, dan analisis putusan
pengadilan ke dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Integrasi tersebut
diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam
memberikan paradigma baru mengenai penyelesaian perkara perceraian yang tidak hanya
berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai kemaslahatan,
keadilan, dan tujuan utama perkawinan.

Landasan Teori
Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan merupakan institusi hukum dan keagamaan yang memiliki tujuan
membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum
Islam, perkawinan dipandang sebagai misagan ghalizan (perjanjian yang kokoh) yang tidak
hanya mengatur hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menegaskan
adanya tanggung jawab moral, spiritual, sosial, dan hukum untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat
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(rahmah) (Firdaus & Maskur, 2024). Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan QS. Ar-Rum
ayat 21 yang menjadikan ketiga nilai tersebut sebagai tujuan utama perkawinan dalam Islam.
Dalam konteks hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nurillah, 2023). Oleh karena itu,
hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga pada pemenuhan
hak dan kewajiban yang seimbang. Ketika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya
sehingga menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga, maka tujuan perkawinan
sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam maupun hukum nasional tidak lagi tercapai.

Konsep Toxic Family dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam

Istilah foxic family digunakan untuk menggambarkan hubungan keluarga yang
berkembang secara tidak sehat sehingga menimbulkan tekanan emosional, rasa tidak aman,
manipulasi psikologis, dominasi, penghinaan, serta berbagai bentuk pengabaian terhadap
kebutuhan anggota keluarga (Harahap, Siregar, & Hariyanto, 2025). Hubungan tersebut
menyebabkan keluarga kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat perlindungan, pendidikan,
dan pembentukan kesejahteraan psikologis anggotanya. (Jalal, 2025) menjelaskan bahwa
keluarga yang sehat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta
adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Sebaliknya, ketika hubungan keluarga dipenuhi
konflik yang berlangsung secara terus-menerus, dominasi salah satu pihak, serta kegagalan
memenuhi kebutuhan emosional maupun ekonomi, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan
sebagai foxic family.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip
mu'asyarah bi al-ma'ritf, yaitu kewajiban suami dan istri untuk saling memperlakukan
pasangan secara baik, adil, dan penuh kasih sayang (Hidayah, Ramli, & Tassia, 2022). Oleh
karena itu, keluarga toxic tidak hanya dipahami sebagai fenomena psikologis, tetapi juga
sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai syariat yang menghendaki terciptanya
keluarga yang harmonis dan membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Konsep Ta'addi dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam terminologi fikih, fa'addi berarti tindakan melampaui batas yang telah
ditetapkan syariat sehingga menimbulkan kerugian atau kemudaratan bagi pihak lain (Erdianto,
Latief, & Sonu, 2025). Konsep ini memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya berkaitan
dengan kekerasan fisik, tetapi juga meliputi berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak
pasangan, seperti penelantaran nafkah, penghinaan, kekerasan verbal, manipulasi emosional,
maupun pengabaian kewajiban suami dan istri.

Menurut (Umar & Haron, 2021), setiap tindakan yang menghilangkan kemaslahatan
keluarga bertentangan dengan tujuan syariat (magqasid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga
jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'ird). Oleh sebab itu,
konsep fa'addi memberikan dasar normatif untuk menilai bahwa praktik keluarga toxic
merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan
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demikian, penelitian mengenai keluarga toxic tidak hanya relevan dalam kajian psikologi,
tetapi juga memiliki dimensi yuridis karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anggota
keluarga.

Putusan Pengadilan sebagai Objek Analisis Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, putusan pengadilan merupakan salah satu sumber
hukum primer yang berfungsi menjelaskan penerapan norma hukum terhadap suatu perkara
konkret (Medvedeva, Wieling, & Vols, 2023). Analisis terhadap putusan tidak hanya diarahkan
pada amar putusan, tetapi juga terhadap pertimbangan hukum (ratio decidendi), argumentasi
hakim, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Menurut (Wirastri &
Huis, 2024), kajian terhadap putusan pengadilan menjadi penting karena mampu menunjukkan
bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik sekaligus mengidentifikasi kemungkinan
adanya kesenjangan antara hukum normatif dan implementasinya.

Dalam perkara perceraian, hakim tidak hanya dituntut menerapkan hukum acara secara
tepat, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan tujuan
pembentukan  keluarga. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor
1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim
mampu mengakomodasi kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam
penyelesaian sengketa keluarga.

Teori Double Movement Fazlur Rahman

Penelitian ini menggunakan teori Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur
Rahman sebagai landasan analisis utama. Menurut (Putra, Nasution, & Acela, 2025),
penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah memahami
konteks historis turunnya ayat (historical movement) untuk menemukan nilai moral universal
yang terkandung di dalamnya. Tahap kedua adalah mengaktualisasikan nilai moral tersebut ke
dalam realitas sosial kontemporer (contemporary movement) sehingga hukum Islam tetap
relevan terhadap perkembangan masyarakat.

Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penafsiran bukan hanya memahami
bunyi tekstual ayat, tetapi juga mengimplementasikan nilai moral yang menjadi substansi
ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks hukum keluarga, teori Double Movement memberikan
kerangka analisis bahwa penyelesaian perkara perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada
legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan tercapai atau tidaknya tujuan
perkawinan berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, teori ini menjadi
relevan untuk mengevaluasi Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn dalam menilai
keseimbangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang
berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan
pengadilan sebagai objek utama kajian. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus
penelitian bukan untuk mengamati perilaku masyarakat secara empiris, melainkan untuk
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mengkaji penerapan norma hukum dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn mengenai
penolakan gugatan cerai dalam keluarga foxic (fa'addi) serta menganalisis kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui perspektif Double Movement Fazlur Rahman
berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut (Marzuki, 2021), penelitian hukum normatif
bertujuan mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah, dan
doktrin hukum sehingga mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis. Pendapat
tersebut diperkuat oleh (Soekanto & Mamudji, 2019) yang menyatakan bahwa penelitian
hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan maupun sebagai kaidah yang berkembang dalam doktrin dan putusan hakim.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan
hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan
syarat formil gugatan perceraian. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara
mendalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, terutama mengenai pertimbangan hakim
yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena
mengandung obscuur libel. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep
ta'addi dalam fikih keluarga Islam, konsep toxic family dalam perspektif psikologi dan hukum
Islam, serta teori Double Movement Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis terhadap tujuan
moral perkawinan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana dikemukakan oleh (Ibrahim,
2020), penggunaan berbagai pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan agar analisis tidak
hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mampu memahami konsep-konsep hukum
yang berkembang dalam teori dan praktik.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Putusan Pengadilan
Agama Tuban Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum
keluarga Islam, kitab fikih, karya-karya Fazlur Rahman, hasil penelitian terdahulu, artikel
jurnal nasional maupun internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Sementara itu, bahan
hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan berbagai sumber referensi
lain yang berfungsi membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam
penelitian (Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary research),
yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum,
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab fikih, tafsir Al-Qur'an, buku ilmiah,
dan artikel jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik
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yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena seluruh data penelitian
diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen hukum yang memiliki relevansi
dengan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.
Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan seluruh bahan
hukum berdasarkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap
norma hukum, pertimbangan hakim, konsep ta'addi, serta teori Double Movement Fazlur
Rahman. Hasil interpretasi kemudian dianalisis secara sistematis melalui penalaran hukum
untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam, magqasid
al-syari'ah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Tahap
akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu
menarik argumentasi dari norma hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap kasus
konkret sehingga diperoleh kesimpulan mengenai keadilan substantif dalam Putusan Nomor
1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn. Menurut (Ibrahim, 2020), analisis kualitatif dalam penelitian hukum
bertujuan membangun argumentasi hukum secara logis melalui proses interpretasi,
sistematisasi, dan evaluasi terhadap norma hukum yang berlaku.

Untuk meningkatkan validitas analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi bahan
hukum (legal source triangulation) dengan membandingkan berbagai sumber hukum, meliputi
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, literatur fikih, serta teori
hermeneutika Fazlur Rahman. Triangulasi tersebut bertujuan menghasilkan argumentasi
hukum yang komprehensif, objektif, dan mampu menjelaskan hubungan antara kepastian
hukum, keadilan substantif, serta kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam dalam
penyelesaian perkara perceraian akibat praktik keluarga toxic (ta'addi).

Hasil
Indikator Keluarga Toxic (Ta'addi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keluarga foxic dalam Putusan Nomor
1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn tidak hanya ditunjukkan oleh adanya konflik rumah tangga, tetapi
juga oleh hilangnya fungsi dasar keluarga sebagai ruang yang memberikan ketenteraman,
perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pasangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam
gugatan, penelitian menemukan bahwa perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus
akibat persoalan ekonomi merupakan indikator utama terjadinya disfungsi hubungan suami
istri. Konflik tersebut berkembang menjadi kondisi yang menyebabkan para pihak tidak lagi
mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Penelitian juga menemukan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami
merupakan indikator paling dominan yang memicu munculnya hubungan keluarga yang
bersifat destruktif. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak hanya
berdampak terhadap aspek material, tetapi juga menyebabkan hilangnya rasa aman,
menurunnya kualitas komunikasi, serta berkurangnya kepercayaan antara suami dan istri.
Selain itu, adanya perpisahan tempat tinggal menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga
telah mengalami penurunan kualitas sehingga tujuan perkawinan tidak lagi tercapai secara
optimal.
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Praktik Keluarga Toxic (Ta'addi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keluarga foxic dalam perkara ini lebih
banyak diwujudkan dalam bentuk pengabaian hak-hak pasangan daripada tindakan kekerasan
fisik. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta hukum, praktik tersebut ditunjukkan oleh
pengabaian kewajiban nafkah, perselisihan yang terjadi secara berulang, serta
ketidakmampuan para pihak mempertahankan kehidupan rumah tangga hingga akhirnya
berpisah tempat tinggal.

Penelitian juga menemukan bahwa praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep
ta'addi dalam hukum Islam karena terdapat tindakan yang melampaui batas hak dan kewajiban
suami terhadap istri. Walaupun putusan tidak memuat bukti mengenai kekerasan fisik maupun
kekerasan verbal secara eksplisit, hubungan rumah tangga para pihak telah menunjukkan
adanya kondisi yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis akibat konflik yang
berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, praktik keluarga foxic dalam perkara ini lebih
bersifat psikologis dan struktural melalui pengabaian hak-hak pasangan daripada kekerasan
yang bersifat langsung.

Temuan Penelitian tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor
1319/Pdt.G/2023/PA.Thn

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim sepenuhnya
berorientasi pada aspek formal hukum acara perdata. Majelis hakim menyatakan gugatan
penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat
formil berupa obscuur libel, yaitu adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Oleh
karena itu, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian pokok perkara.

Penelitian menemukan bahwa hakim tidak pernah menilai apakah alasan perceraian
yang diajukan penggugat terbukti atau tidak terbukti. Hakim juga tidak memberikan penilaian
mengenai kemungkinan rukun kembali maupun kondisi substansial rumah tangga para pihak.
Dengan demikian, fakta mengenai perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus,
pengabaian nafkah, serta indikasi praktik fa'addi tidak memperoleh penilaian hukum secara
substantif. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada
kepastian hukum prosedural dibandingkan pemeriksaan terhadap substansi konflik rumah
tangga.

Perspektif Fazlur Rahman terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Thn
Berdasarkan QS. Ar-Rum Ayat 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn
dianalisis menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman, terdapat kesenjangan antara
pendekatan hukum formal yang digunakan hakim dengan tujuan moral perkawinan dalam Al-
Qur'an. Berdasarkan fakta perkara, rumah tangga para pihak telah ditandai oleh perselisihan
yang berlangsung secara terus-menerus, ketidakmampuan memenuhi nafkah, dan hilangnya
keharmonisan, sehingga nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi terwujud secara
optimal.
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Penelitian menemukan bahwa penghentian pemeriksaan perkara pada aspek formal
menyebabkan hakim tidak memiliki kesempatan untuk menilai apakah tujuan moral
perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 masih dapat diwujudkan. Oleh
karena itu, dari perspektif Double Movement Fazlur Rahman, putusan tersebut lebih
mencerminkan penerapan kepastian hukum prosedural daripada pendekatan substantif yang
berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat. Temuan ini menegaskan bahwa
penyelesaian perkara keluarga idealnya tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat
formal gugatan, tetapi juga memperhatikan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan sebagai
dasar perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Pembahasan
Indikator Keluarga Toxic (Ta'addi)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator keluarga foxic dalam Putusan Nomor
1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn tidak hanya ditandai oleh munculnya konflik rumah tangga, tetapi
juga ditunjukkan oleh hilangnya fungsi keluarga sebagai ruang yang memberikan rasa aman,
ketenteraman, dan pemenuhan hak-hak pasangan. Perselisihan yang berlangsung secara terus-
menerus akibat ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah menjadi faktor utama
yang menyebabkan hubungan rumah tangga mengalami disfungsi. Temuan ini menunjukkan
bahwa indikator keluarga foxic tidak semata-mata diukur dari adanya kekerasan fisik,
melainkan juga dari pola hubungan yang secara berulang menghilangkan kesejahteraan
psikologis dan sosial anggota keluarga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Farna & Farna, 2026) yang menjelaskan
bahwa keluarga foxic merupakan hubungan interpersonal yang ditandai oleh dominasi,
rendahnya empati, manipulasi emosional, serta kegagalan memenuhi kebutuhan psikologis
anggota keluarga. Penelitian tersebut menegaskan bahwa relasi keluarga yang tidak lagi
memberikan rasa aman akan memengaruhi kesehatan mental individu dan menyebabkan
penurunan kualitas hubungan keluarga. Kesamaan tersebut terlihat pada perkara yang diteliti,
di mana konflik ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan hilangnya rasa aman dan
kepercayaan dalam rumah tangga sehingga fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan
emosional tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian (Bernet & Greenhill, 2022)
yang menyatakan bahwa foxic relationship ditandai oleh hubungan yang menimbulkan tekanan
emosional, rasa terancam, dan ketidakmampuan salah satu pihak mengekspresikan dirinya
secara bebas. Perselisihan yang terus-menerus dalam perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn
memperlihatkan karakteristik tersebut, karena konflik yang berulang menyebabkan penggugat
memilih meninggalkan tempat tinggal bersama sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya.
Dengan demikian, indikator keluarga foxic dalam penelitian ini lebih menekankan pada
keberadaan pola relasi yang destruktif daripada sekadar adanya tindakan kekerasan.

Di sisi lain, penelitian ini memperluas temuan (Morrow & McGuire, 2023) yang
menyatakan bahwa persoalan rumah tangga sering kali berawal dari kegagalan menjalankan
hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai bentuk ta'addi, yaitu tindakan melampaui batas hak dan kewajiban
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yang mengakibatkan hilangnya tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian
ini memberikan kontribusi konseptual berupa integrasi antara indikator keluarga foxic dalam
perspektif psikologi dengan konsep fa'addi dalam hukum keluarga Islam.

Praktik Keluarga Toxic (Ta'addi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keluarga roxic dalam perkara yang dika;ji
lebih banyak diwujudkan melalui pengabaian kewajiban nafkah, konflik rumah tangga yang
berlangsung secara terus-menerus, serta hilangnya keharmonisan hubungan suami istri
daripada tindakan kekerasan fisik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik toxic
family dapat muncul dalam bentuk kekerasan struktural, yaitu ketika salah satu pihak secara
terus-menerus mengabaikan hak pasangan sehingga menimbulkan penderitaan psikologis
maupun sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Birchall & Choudhry, 2022) yang
menjelaskan bahwa kemudaratan dalam rumah tangga tidak selalu berasal dari kekerasan fisik,
tetapi juga dapat muncul melalui pengabaian hak-hak pasangan yang secara perlahan
menghilangkan tujuan perkawinan berdasarkan maqasid al-syarTah. Persamaan ini
menunjukkan bahwa praktik keluarga foxic memiliki implikasi yang luas terhadap
keberlangsungan rumah tangga karena secara bertahap menghilangkan unsur sakinah,
mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian (Zafeer, Magbool, & Yanping, 2022)
yang menemukan bahwa hubungan toxic menyebabkan tekanan psikologis berkepanjangan,
kecemasan, serta penurunan kesejahteraan mental korban. Walaupun dalam putusan yang
dianalisis tidak terdapat bukti eksplisit mengenai gangguan psikologis, konflik yang terus
berlangsung dan berujung pada perpisahan tempat tinggal menunjukkan adanya potensi
tekanan psikologis yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak keluarga toxic
tidak selalu dibuktikan melalui diagnosis psikologis, tetapi juga dapat diidentifikasi melalui
perubahan perilaku dan dinamika hubungan keluarga.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa praktik keluarga foxic dalam
perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk ta'addi. Dengan demikian, konsep
ta'addi tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan secara langsung, tetapi juga
mencakup setiap tindakan yang menghilangkan hak-hak pasangan dan menyebabkan
terjadinya kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Temuan penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada
aspek formal hukum acara perdata dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena
mengandung obscuur libel. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara
berhenti pada tahap pemenuhan syarat formal gugatan sehingga substansi konflik rumah tangga
tidak memperoleh penilaian hukum.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Dehkharghani & Khabir,
2024) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pada dasarnya
harus didasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiil gugatan. Akan tetapi, penelitian
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ini menunjukkan kondisi yang berbeda karena pemeriksaan materiil sama sekali tidak
dilakukan akibat adanya cacat formil gugatan. Dengan demikian, penelitian ini
memperlihatkan bahwa pemenuhan aspek prosedural dapat membatasi ruang hakim untuk
menilai substansi konflik rumah tangga.

Temuan ini juga memperkuat penelitian (Sarmadi & Koolaee, 2023) mengenai
pentingnya keadilan substantif dalam penyelesaian perkara perceraian. Menurut penelitian
tersebut, kepastian hukum tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.
Dalam perkara yang dianalisis, penelitian ini menemukan bahwa fakta mengenai perselisihan
berkepanjangan, pengabaian natkah, dan indikasi praktik ta'addi tidak memperoleh penilaian
karena perkara dihentikan pada aspek formal. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat kesenjangan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan terhadap
kemaslahatan para pihak.

Temuan tersebut menjadi kontribusi penting karena memperlihatkan bahwa dalam
perkara keluarga, pendekatan hukum acara sebaiknya tetap mempertimbangkan karakteristik
sengketa keluarga yang berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya, terutama ketika
terdapat indikasi terjadinya kemudaratan yang dapat memengaruhi perlindungan terhadap
anggota keluarga.

Perspektif Fazlur Rahman terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn
Berdasarkan QS. Ar-Rum Ayat 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
2333/Pdt.G/2024/PA.Mdn, apabila dianalisis menggunakan teori Double Movement Fazlur
Rahman, memperlihatkan adanya perbedaan antara pendekatan hukum formal yang diterapkan
oleh majelis hakim dengan tujuan moral perkawinan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam
putusan tersebut, pemeriksaan perkara berakhir pada aspek prosedural karena gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga majelis hakim tidak
sampai menilai substansi hubungan rumah tangga para pihak. Akibatnya, aspek fundamental
berupa tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah, belum menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Padahal,
hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum (legal
certainty), tetapi juga menghadirkan keadilan substantif (substantive justice) dan kemaslahatan
(maslahah) bagi para pihak (Harman & Lorandos, 2021).

Landasan normatif mengenai tujuan perkawinan ditegaskan dalam firman Allah Swt.
pada Q.S. Ar-Riim ayat 21: ) ‘

Eoas AT G (518 80 G L1331 1 530000 gl oy 35 835 403§ O (b 3 Y o3

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sungguh, pada
yvang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rim
[30]: 21).
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Menurut (Rahman, 1982), penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan melalui teori Double
Movement, yaitu suatu proses hermeneutika yang bergerak dari konteks historis turunnya ayat
menuju perumusan prinsip-prinsip moral universal, kemudian mengembalikannya ke dalam
realitas sosial kontemporer. Gerakan pertama (the first movement) mengharuskan penafsir
memahami latar belakang sosial-historis ketika ayat diturunkan agar dapat menemukan tujuan
moral yang mendasari suatu ketentuan. Dalam konteks Q.S. Ar-Riim ayat 21, perkawinan pada
masa awal Islam diposisikan bukan hanya sebagai institusi hukum yang melegalkan hubungan
antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang bertujuan
menghadirkan ketenteraman, perlindungan, kasih sayang, dan kesejahteraan emosional bagi
seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, substansi ayat tersebut menegaskan bahwa
keberhasilan perkawinan tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya akad, melainkan dari
terciptanya hubungan yang menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan
utama syariat.

Gerakan kedua (the second movement) mengarahkan penafsir untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai moral universal tersebut ke dalam konteks kehidupan modern.
Dalam perspektif ini, perkawinan ideal bukan sekadar mempertahankan status hukum sebagai
suami dan istri, melainkan mampu mewujudkan kesejahteraan psikologis, hubungan yang
dilandasi cinta, empati, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta kemaslahatan
bersama. Sebaliknya, fenomena toxic marriage yang ditandai oleh manipulasi emosional,
kekerasan verbal, kontrol yang berlebihan, tekanan psikologis, dan hilangnya rasa aman
menunjukkan bahwa tujuan moral perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rim
ayat 21 tidak lagi tercapai (Kamali, 2008). Dengan demikian, menurut pendekatan Double
Movement, keberlangsungan suatu perkawinan harus dinilai berdasarkan keberhasilannya
mewujudkan nilai-nilai tersebut, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan hubungan hukum
formal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Maura & Lugman, 2024) yang menyatakan
bahwa teori Double Movement bertujuan menghubungkan makna historis Al-Qur'an dengan
dinamika masyarakat modern sehingga hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan
sosial. Menurut Izzah, pendekatan Fazlur Rahman memungkinkan hakim maupun akademisi
memahami bahwa penerapan hukum tidak cukup berhenti pada makna literal teks, tetapi harus
mempertimbangkan tujuan moral (moral ideals) yang menjadi ruh syariat. Dalam konteks
penelitian ini, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap keberlangsungan
suatu perkawinan seharusnya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat formal gugatan,
tetapi juga mempertimbangkan apakah tujuan perkawinan masih dapat diwujudkan dalam
kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini juga mengembangkan hasil penelitian (Appleton, Elahi, Tuomainen,
Canaway, & Singh, 2021) mengenai penerapan teori Double Movement pada ayat-ayat
keluarga. Jika penelitian Fauzi lebih berorientasi pada pengembangan konseptual teori
hermeneutika Fazlur Rahman dalam studi tafsir, penelitian ini mengimplementasikan teori
tersebut secara langsung dalam analisis putusan pengadilan agama. Hasil penelitian
membuktikan bahwa teori Double Movement tidak hanya relevan sebagai metode penafsiran
Al-Qur'an, tetapi juga dapat menjadi kerangka analisis dalam mengevaluasi pertimbangan
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hukum hakim, khususnya untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan telah mengakomodasi
tujuan moral syariat berupa keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa
integrasi antara analisis putusan pengadilan agama, konsep ta'addi dalam hukum keluarga
Islam, dan teori Double Movement Fazlur Rahman sebagai kerangka evaluasi terhadap perkara
perceraian akibat foxic marriage. Integrasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara
perceraian idealnya tidak hanya menjamin kepastian hukum prosedural, tetapi juga
mengedepankan keadilan substantif, perlindungan terhadap martabat manusia, serta
kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat Islam (magqdsid al-syari'ah). Dengan demikian,
penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi hukum keluarga Islam, yaitu bahwa
analisis putusan pengadilan tidak hanya dilakukan berdasarkan norma hukum positif, tetapi
juga melalui pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang berorientasi pada nilai-nilai moral
universal. Kontribusi tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian
terdahulu yang umumnya membahas foxic marriage, pertimbangan hakim, atau teori Double
Movement Fazlur Rahman secara terpisah.

Analisis dan Evaluasi terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, penelitian ini
berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum acara
perdata karena gugatan penggugat dinilai mengandung obscuur libel, sehingga tidak memenuhi
syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut. Dari perspektif kepastian hukum (legal certainty),
putusan tersebut dapat dibenarkan karena hakim berkewajiban memastikan bahwa setiap
gugatan telah memenuhi syarat formil sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara
(Harahap, 2017). Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif hukum keluarga Islam,
putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif (substantive justice).
Fakta-fakta yang diuraikan dalam gugatan menunjukkan adanya perselisihan yang berlangsung
secara terus-menerus, ketidakmampuan tergugat memenuhi kewajiban nafkah, serta perpisahan
tempat tinggal antara para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi hubungan
rumah tangga yang telah kehilangan fungsi dasarnya sebagai institusi yang memberikan
ketenteraman, perlindungan, dan kesejahteraan bagi suami maupun istri. Dalam perspektif
hukum keluarga Islam, keadaan demikian dapat dipahami sebagai bentuk fa'addi, yaitu
tindakan yang melampaui batas hak dan kewajiban sehingga menimbulkan kemudaratan
(darar) bagi pasangan (Auda, 2008).

Landasan normatif mengenai tujuan perkawinan ditegaskan dalam firman Allah Swt.
pada Q.S. Ar-Riim ayat 21: ) ‘

Eas 4300 G (1 A0 G kil 51 1 53008 120) Oy a0 835 A 05 &) o 3 ¥ 380 &9 405

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sungguh, pada
yvang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rim
[30]: 21).
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya
membentuk hubungan hukum yang sah antara suami dan istri, tetapi juga mewujudkan
kehidupan keluarga yang dilandasi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut (Rahman,
1982), melalui teori Double Movement, penafsiran Al-Qur'an dilakukan melalui dua gerakan.
Gerakan pertama mengarahkan penafsir untuk kembali kepada konteks historis turunnya ayat
guna menemukan tujuan moral yang melatarbelakangi suatu ketentuan. Dalam konteks Q.S.
Ar-Riim ayat 21, perkawinan pada masa awal Islam dipahami sebagai institusi yang tidak
hanya mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana
mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, perlindungan, dan kesejahteraan emosional dalam
keluarga. Oleh karena itu, substansi ayat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu
perkawinan tidak hanya diukur dari sahnya akad nikah, melainkan dari terwujudnya kehidupan
rumah tangga yang menghadirkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang
(rahmah) (Shihab, 2002).

Gerakan kedua dalam teori Double Movement mengarahkan penafsir untuk
mengimplementasikan nilai-nilai moral universal tersebut ke dalam realitas sosial
kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, fenomena foxic marriage yang ditandai dengan
perselisihan berkepanjangan, penelantaran nafkah, manipulasi emosional, kekerasan verbal,
serta hilangnya rasa aman menunjukkan bahwa tujuan moral perkawinan sebagaimana
ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 tidak lagi tercapai (Esack, 2005). Oleh karena itu,
penyelesaian perkara keluarga idealnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal
gugatan, tetapi juga mempertimbangkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih
mampu mewujudkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama syariat.

Selain Q.S. Ar-Rim ayat 21, Al-Qur'an juga memberikan pedoman mengenai
keberlangsungan hubungan suami 1str1 melalui Q.S. Al- Baqarah ayat 229:

Gathaf o553 dmuujpj‘@wwﬁ Y5 Jag A& o 15340 Tas fh gaifie G §) o BUAS ¥
Loy 3903 AfF 8 2884 i ) 2508 \ﬁcmu@hmum\ﬁ&gummwm
UAJMJJ.\AM\ d.\.blﬂ@h u}dﬂ\

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali apabila keduanya khawatir
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran
yvang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah
orang-orang yang zalzm "(Q.S. Al-Bagarah [2]: 229).

Frasa O¥ Ai8a i W& 39 & ("Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah") menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa
keluarga. Menurut (Ibn Kathir, 1998), frasa tersebut menunjukkan keadaan ketika suami dan
istri tidak lagi mampu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan syariat sehingga
perceraian, termasuk khulu', menjadi solusi yang dibenarkan demi mencegah kemudaratan
yang lebih besar. Penafsiran ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam
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bukan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan, melainkan menjaga kemaslahatan dan
melindungi para pihak dari ketidakadilan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Putusan Nomor
1319/Pdt.GG/2023/PA.Thbn telah tepat dari aspek prosedural karena memenubhi prinsip kepastian
hukum. Akan tetapi, apabila dianalisis melalui perspektif Q.S. Ar-Rim ayat 21, Q.S. Al-
Baqarah ayat 229, teori Double Movement Fazlur Rahman, dan konsep magqgasid al-syari‘ah,
pendekatan yang hanya berhenti pada aspek formal belum sepenuhnya mengakomodasi tujuan
moral syariat. Oleh karena itu, apabila kekurangan formal gugatan masih memungkinkan untuk
diperbaiki, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk menyempurnakan gugatan menjadi
langkah yang lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif,
dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn
menunjukkan adanya karakteristik keluarga foxic yang dalam perspektif hukum Islam dapat
dikategorikan sebagai bentuk ta'addi, ditandai oleh perselisihan yang berlangsung secara terus-
menerus, pengabaian kewajiban nafkah, hilangnya rasa aman, serta menurunnya keharmonisan
rumah tangga. Meskipun demikian, majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap
substansi konflik karena gugatan dinyatakan mengandung obscuur libel, sehingga putusan
lebih menitikberatkan pada kepastian hukum prosedural daripada penilaian terhadap
kemaslahatan para pihak. Analisis menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman
menunjukkan bahwa penyelesaian perkara keluarga idealnya tidak hanya berorientasi pada
pemenuhan syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan tercapai atau tidaknya tujuan
perkawinan sebagaimana nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang terkandung dalam QS.
Ar-Rum ayat 21. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kajian hukum keluarga Islam
melalui integrasi konsep ta'addi, keluarga foxic, dan teori Double Movement sebagai kerangka
analisis putusan pengadilan agama. Namun, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan
hukum normatif dengan objek satu putusan pengadilan sehingga belum menggambarkan
praktik peradilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan
menggunakan pendekatan socio-legal atau empirical legal research, memperluas objek kajian
pada beberapa putusan pengadilan agama, serta mengintegrasikan perspektif psikologi
keluarga dan magasid al-syari'ah untuk menghasilkan model penyelesaian sengketa keluarga
yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
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